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 Hutan adalah kekayaan negara yang tidak ternilai harganya, 
karena hutan mempunyai peranan yang cukup penting terhadap 
kehidupan diatas bumi ini. Provinsi Lampung  merupakan salah satu 
provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas. Namun, 
hutan yang ada di Provinsi Lampung mengalami kerusakan hutan 
yang cukup parah dan salah satunya disebabkan karena kebakaran 
hutan. Untuk meminimalisir kerusakan hutan yang akan terus terjadi 
dikarenakan kebakaran hutan, pemerintah merasa perlu untuk 
membentuk peraturan tentang perlindungan kehutanan yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. 
Dan dalam mewujudkan upaya perlindungan hutan dari kebakaran 
hutan, pentingnya peran polisi kehutanan terlibat dan melaksanakan 
upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan yang 
terjadi sebagaimana tugas polisi kehutanan sebagai pejabat kehutanan 
yang disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah , Bagaimana peran 
polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya 
kebakaran hutan? dan Bagaimana pandangan Hukum Islam  terhadap 
peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya 
kebakaran hutan? Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui 
peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap 
peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya 
kebakaran hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara 
menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut 
kemudian memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang langsung 
dilakukan dilapangan atau pada responden. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan berupa buku, dokumen, Peraturan perundang-
undangan,  wawancara, dan hasil dari penelitian. 
  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran polisi 
kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi 
Lampung bahwa polisi kehutanan sudah melakukan pencegahan 
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kebakaran hutan dengan baik dan optimal. Dalam melakukan 
pencegahan kebakaran hutan polisi kehutanan melakukan penyuluhan, 
sosialisasi, pemasangan banner dan rambu-rambu spanduk, berdiskusi 
dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, patroli rutin, koordinasi 
dengan kades canti dan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD) dan penjagaan malam hari dikawasan hutan untuk mencegah 
terjadinya kebakaran hutan. Dengan adanya peran dari polisi 
kehutanan dalam mencegah kebakaran hutan, hutan dapat terlindungi 
dan tetap lestari. Dan pandangan Hukum Islam terhadap peran polisi 
kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi 
Lampung  sudah sesuai dengan Hukum Islam yang bertujuan untuk 
mencegah hal-hal yang buruk dan mewujudkan maslahat yang sangat 
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A. Penegasan Judul 
Judul skripsi ini adalah  "Analisis Hukum Islam terhadap 
Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Terjadinya 
Kebakaran Hutan (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi 
Lampung)". 
 Ada beberapa istilah dalam judul skripsi ini yang perlu 
dijelaskan sebagai berikut :  
1. Analisis Hukum Islam adalah aktivitas yang memuat 
tentang penguraian hukum-hukum yang diadakan oleh 
Allah SWT untuk hamba-NYA yang dibawa oleh seorang 
Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan 
dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum 
yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
1
 
2. Peran Polisi Kehutanan merupakan proses dinamis 
kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
2
 Dimana 
dalam hal ini polisi kehutanan merupakan pihak yang 
berkedudukan atau berwenang untuk melaksanakan 
tanggung jawabnya yaitu perlindungan hasil hutan. 
3. Mencegah kebakaran hutan adalah menahan agar  tidak 
terjadi  suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga 
mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang 




4. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah perangkat 
daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah 
                                                             
1   Barzah Latupono, et. al.Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta : 
Deepublish, 2017), h.5.   
2  Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2009), h.213 
3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P12/Menhut-ll/2009 tentang 





Provinsi dan Kabupaten/kota di bidang kehutanan yang 
terletak di Provinsi Lampung. 
 Berdasarkan beberapa istilah yang dijelaskan di atas maka 
yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang 
membahas tentang peran polisi kehutanan dan tinjauan 
hukum Islam terhadap mencegah kebakaran hutan di 
Provinsi Lampung. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
  Hutan
4
 merupakan sumber daya alam yang tidak 
ternilai di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati 
sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan 
bukan kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi 
serta kesuburan tanah. Hutan sebagai modal pembangunan 
nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan 
penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social 
budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. 
Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan 
dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan 
masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang 
akan datang. 
Provinsi Lampung  merupakan salah satu provinsi di 
Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas.
5
 Namun, 
hutan yang ada di Provinsi Lampung mengalami kerusakan 
hutan yang cukup parah yang salah satunya disebabkan 
karena kebakaran hutan. Pada dasarnya, kebakaran hutan 
dan lahan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh 2 faktor.  
Dua faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dan 
lahan ialah faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang 
                                                             
  4 Menurut ahli kehutanan, Hutan merupakan komunitas 
biologi dimana mayoritasnya terdiri atas pohon-pohon yang merupakan tanaman 
keras. 
  5Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan 





tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-
Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga 
tanaman menjadi kering. Tanaman Kering merupakan bahan 
bakar potensial jika  terkena percikan api yang berasal dari 
batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari 
pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak sengaja.
6
 
Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah 
(ground fire) dan kebakaran permukaan (surface fire). Dua 
tipe kebakaran tersebut merusak semak belukar dan 
tumbuhan bawah hingga bahan organik yang berada di 
bawah lapisan serasah seperti humus, gambut, akar pohon 
ataupun kayu yang melapuk. Apabila lambat ditangani 
kebakaran dapat terjadi meluas sehingga menimbulkan 
kebakaran tajuk (crown fire) dimana kebakaran ini merusak 
tajuk pohon. Akan tetapi tipe kebakaran terakhir ini dapat 
terjadi juga karena adanya sembaran petir. 
Faktor kegiatan manusia yang menyebabkan 
kebakaran hutan dan lahan antara lain adanya kegiatan 
pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas 
api unggun tersebut tidak dipadamkan. Adanya kegiatan 
pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang 
tidak terkontrol, biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan 
peladang berpindah ataupun menetap. Pembakaran secara 
disengaja untuk mendapatkan  lapangan penggembalan atau 
tempat berburu membuang punting rokok yang menyala 
secara sembarangan serta  akibat penggunaan peralatan atau 
mesin yang menyebabkan timbulnya api.
7
 
   Kebakaran hutan tersebut menimbulkan pencemaran 
kabut asap yang memiliki pengaruh negatif terhadap aspek 
ekonomi, ekologis, kesehatan, bahkan  penyebaran kabut 
asap tersebut sampai ke negara lain yaitu Singapura dan 
                                                             
  6 Wignyo Adityoso, “Manajemen Bencana Pengantar& 
Isu-Isu Strategis’‟, (Jakarta : Bumi Aksara , 2018)  h.47 
   7  Facmi Rasyid. Facmi Rasyid. "Permasalahan dan 
Dampak Kebakaran Hutan", tersedia di Jurnal Lingkar Widyaiswara (diakses pada 





Malaysia yang berdampak pada memburuknya hubungan 
bilateral dengan kedua negara tersebut karena kabut asap 
dengan bantuan angin dengan mudahnya terbang 




Dampak global dari kebakaran hutan dan lahan yang 
langsung dirasakan adalah pencemaran udara dari asap yang 
ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan 
mengganggu aktifitas sehari-hari. Dampak kebakaran yang 
sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis, yaitu 
hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon 
hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi 
kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan 
obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan 
protein hewani dan rekreasi. Kerugian lain berupa kerugian 
ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak 
tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta 
hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan 
pencegah terjadinya erosi. Jika hutan terbakar maka 
beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang sama 
sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan.
9
 
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Provinsi 
Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang 
memiliki hutan yang cukup luas, persoalannya adalah hutan 
di Provinsi Lampung mengalami kebakaran hutan yang 
cukup serius.  Hal itu terbukti masih marak terjadi kebakaran 
hutan di Provinsi Lampung pada beberapa tahun terakhir  
dan dapat terlihat melalui rekapitulasi data kebakaran hutan 
di Provinsi Lampung yang terjadi sejak tahun 2016-2019.  
                                                             
  8 Risma Sari Septianingrum, „‟Dampak Kebakaran 
Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam kehidupan Masyarakat” tersedia di 
https://www.researchgate.net/publication/325215886 , diakses 24 Juni 2020 
  9 Bambang Hero Saharjo, et. Al. “Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap”, (Bogor: IPB 





Berikut rekapitulasi luas kebakaran Hutan dan Lahan  
(Ha) di  Provinsi Lampung Tahun  2016-2019 dihitung 
berdasarkan analisis Citra Satelite landsat 8 OLI/TIRS: 
 
Tabel 1.1 
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan  dan Lahan (Ha) 








Luas Kebakaran dan Lahan (Ha) 
 
     1. 2016 3.201,24 
    2. 2017 6.1777,79 
    3. 2018 15.156,22 
    4.  
          2019 
 
                   35.546,00 
Sumber Data : SiPongi Karhutla Monitoring Sistem 
Sedangkan disamping data rekapitulasi tersebut, 
peningkatan  kasus kebakaran di Lampung terus terjadi 
berdasarkan data yang dilansir pada berita harian 
(LAMPOST.CO) Selasa, (14/01/2020). 2019 menjadi 
tahun wilayah Lampung yang cukup lama mengalami 
masa kemarau, dampaknya ada beberapa titik kawasan 
diwilayah Lampung mengalami kebakaran. Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Lampung, Wiyogo Supriyanto 
mengatakan Di Tahun 2019 ada 1.276 titik panas 
(hotspot) secara keseluruhan di Provinsi Lampung 
mengalami kebakaran, yakni dengan luas mencapai 2.607 
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hektare. Hal tersebut di akibatkan cuaca kering yang 
terjadi selama tahun 2019. Jika dibandingan dengan 
tahun sebelumnya,  yakni 2017 dan 2018, tingkat 
kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Lampung 
mencapai 3 kali lipat.
11
 Jika kebakaran hutan terus 
menerus terjadi maka, sangat mungkin terjadi hutan di 
Provinsi Lampung akan semakin sedikit 
 Salah satu contoh kasus kebakaran hutan yang baru-
baru ini terjadi di Lampung yaitu di Kecamatan Suoh, 
Lampung Barat menghabiskan sekitar 100 hektare 
tumbuhan ilalang, pada 8 September 2019. Lahan gambut 
itu berada disekitar danau asam yang masuk wilayah 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Api 
diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan 
oleh oknum saat berkunjung ke lokasi tersebut.
12
 
Untuk meminimalisir kerusakan hutan yang akan 
terus terjadi dikarenakan kebakaran hutan, pemerintah 
merasa perlu untuk membentuk peraturan tentang 
perlindungan kehutanan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Dan 
dalam mewujudkan upaya perlindungan hutan dari 
kebakaran hutan, pentingnya peran polisi kehutanan 
terlibat dan melaksanakan upaya untuk mencegah dan 
menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi sebagaimana 
tugas polisi kehutanan sebagai pejabat kehutanan yang 
disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan. 
Menurut Peraturan  Menteri Kehutanan  No. 
P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pada 
pasal 4 ayat (1) Polisi Kehutanan memiliki tugas 
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perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, 
hasil hutan, tumbuhan dan  satwa liar. Berdasarkan pasal 
tersebut polisi kehutanan memiliki peran dalam mencegah 
terjadinya kebakaran hutan. 
Polisi kehutanan telah diamanatkan untuk 
menjalankan tugas yang diberikan berdasarkan undang-
undang. Dalam Islam diterangkan bahwa pemerintah tidak 
boleh menghianati amanah yang sudah dipercayakan. 
Sebagaimana dalam firman Allah : 
                           
       
 ‘ ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu,sedang kamu mengetahui.‟‟ (Q.S. Al-




 Ayat tersebut menerangkan bahwa kita harus menjaga 
dan memelihara amanat yang telah diberikan kepada kita. 
Begitupun dengan polisi kehutanan yang sudah diberikan 
amanah oleh negara melalui undang-undang. Sudah 
seharusnya polisi kehutanan menjalankan amanat tersebut 
sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan. 
 Berdasarkan uraian di atas oleh sebab itu membuat 
peneliti tertarik  untuk mengetahui dan menganalisis 
bagaimana peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya 
kebakaran hutan di Provinsi lampung perspektif Hukum 
Islam. 
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C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
Pembahasan yang akan diteliti lebih fokus pada 
pembahasan peran kedudukan dan kewenangan polisi 
kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di 
Provinsi Lampung dan melihat bagaimana Hukum Islam 
dalam memandang peran kedudukan dan kewenangan 
polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran 
hutan di Provinsi Lampung. 
2. Sub-Fokus Penelitian 
  Adapun sub-fokus penelitian ini yaitu : 
a. Peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya 
kebakaran hutan di Provinsi Lampung     
b. Faktor pendukung dan penghambat polisi kehutanan 
dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi 
Lampung 
 
D.  Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 
memberikan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran polisi kehutanan Provinsi Lampung 
dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan ? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam  terhadap peran 
polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah 
terjadinya kebakaran hutan? 
E. Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran polisi kehutanan Provinsi 





2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap 
peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam 
mencegah terjadinya kebakaran hutan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
  Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat  berupa tambahan wawasan atau 
ilmu pengetahuan terkait analisis Hukum Islam terhadap 
peran polisi kehutanan dalam mencegah kebakaran hutan. 
2. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan referensi untuk peneliti lain yang akan 
mengangkat tema yang sama namun dengan sudut 
pandang berbeda. 
 
G.  Tinjauan Pustaka 
  Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa 
penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.   
   Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Jeni Fitria Mahasiswa  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 
2017 dalam skripsinya yang berjudul, “Sanksi Tindak 
Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 
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   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam 
melarang perusakan hutan dengan cara membakar hutan. 
Perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana 
(Jarimah) dan pelakunya akan dihukum. Bentuk hukuman 
yang lengkap adalah kekuatan penguasa (Ulilamri). Hakim 
memiliki kewenangan untuk menghukum atau menghukum 
pelaku pembakaran hutan. Hakim juga dapat berpegang 
pada prinsip kemaslahatan umat. Persamaan antara 
penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya 
membahas tentang kebakaran hutan. Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis 
membahas tentang peran polisi kehutanan dalam 
pencegahan kebakaran hutan. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatihah Amira Wi 
Mahasiswa  Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 
2017 dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Kinerja 




Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara 
administratif rencana kerja yang dilaksanakan oleh Polisi 
Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Kabupaten Sinjai telah memenuhi tugas pokok dan fungsi 
Kepolisian Resor Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.75 / Menhut-II / 2014. Polisi kehutanan di Distrik Senjai 
bekerja dengan baik di lapangan. Persamaan antara 
penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya 
membahas polisi kehutanan. Perbedaan antara penelitian 
ini dan penulis adalah penulis menggunakan pandangan 
hukum Islam untuk menganalisis peran polisi kehutanan. 
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H. Metode Penelitian 
  Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu 
penelitian itu dilaksanakan.
16
 Di bawah ini penulis 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam 
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan 
latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 
diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
17
 
Penulis akan terjun langsung ke lapangan dimana 
penulis akan meneliti peran polisi kehutanan dalam 
mencegah terjadinya kebakaran hutan di Dinas 
Kehutanan Provinsi Lampung. 
b. Sifat Penelitian 
       Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu 
dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan 
memaparkan data-data tersebut kemudian 
memperoleh kesimpulan.
18
 Berkaitan dengan Analisis 
Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan dalam 
mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi 
Lampung. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
  Data primer adalah sumber data yang 
dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian 
yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk 
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 Dalam hal ini data primer 
diperoleh dari lapangan atau lokasi di Dinas 
Kehutanan Provinsi Lampung dengan melakukan 
wawancara secara mendalam terhadap objek 
penelitian.  
b. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang digunakan untuk 
mendukung data primer.
20
  Data ini biasanya 
diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan 
peneliti terdahulu. Data sekunder disebut data 
tersedia. 
3. Metode Pengumpulan Data 
   Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah: 
a. Observasi 
   Metode observasi adalah metode pengumpulan 
data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat 
dan sistematik.
21
 Dalam penelitian ini penulis 
mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di 
Lapangan. 
b. Wawancara 
   Wawancara adalah alat pengumpul informasi 
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 
lisan untuk dijawab secara lisan pula.
22
 Wawancara 
dilakukan guna mengali informasi secara langsung 
kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti sekretaris 
dinas kehutanan dan anggota polisi kehutanan. 
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   Dokumentasi merupakan metode untuk 
mengumpulkan data  yang bersifat "nonbehavior" 
dalam hal ini ialah data dokumen.
23
 Data dokumen ini 
dapat berupa tulisan atau lukisan (gambar) dapat pula 
berupa benda-benda. Dalam hal ini  penulis 
menggunakan metode dokumentasi yang berkaitan 
dengan penelitian. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi artinya jumlah keseluruhan dari satuan-
satuan atau individu-individu yang 
karakteristiknya hendak diduga.
24
 Populasi disini 
yaitu keseluruhan pimpinan dan pegawai di 
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang 
berjumlah  seluruhnya 79 orang. 
b. Sampel 
  Sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan 
pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 
sampel.
25
 Purposive sampling adalah peneliti 
menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada 
pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil 
secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. 
Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang 
karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain : 1 orang 
bidang pemetaan yang mempunyai data mengenai 
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letak –letak hutan di Provinsi Lampung, 1 orang 
bidang kebakaran hutan yang mengetahui 
perkembangan kasus kebakaran hutan di Provinsi 
Lampung , 1 orang bidang penyuluhan hutan berperan 
melakukan penyuluhan kehutanan yang memiliki 
kerjasama dengan polisi kehutanan, dan  3 orang 
polisi kehutanan yang berperan dalam 
menyelenggarakan pengamanan hutan, 
penanggulangan gangguan hutan, penyuluhan 
kehutanan, dan tindak pidana kehutanan. 
5. Metode Pengolahan Data 
  Setelah data yang didapat sudah cukup dalam 
penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis 
melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah 
berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) 
   Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data 
yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi sudah dianggap lengkap, relavan, jelas, 
lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang 
lugas dan mudah.  
b. Penandaan data (Coding) 
   Penandaan data yaitu memberikan catatan atau 
tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku 
literature, atau dokumen) : pemegang hak cipta (nama 
penulis, tahun penerbitan) ; atau urutan rumusan 
masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua 
tanda B, dan seterusnya.) 
c. Sistematis Data (constructing dan systematizing) 
    Penyusunan atau sistematis data adalah 









6. Metode Analisa Data 
   Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, 
catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabar 
kedalam unit-unit, melakukan intesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
27
 
  Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya 
dapat dianalisis secara Deskriptif . Deskriptif yaitu suatu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat dimengerti. 
  Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan 
dalam penelitian, penulis menggunakan cara berfikir 
induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta 
yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian 
dari fakta-fakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik 
gengeralisasi yang umum. 
   Langkah selanjutnya dalam menganalisis data 
penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu 
metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian 
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-
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I. Sistematika Pembahasan 
 Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan 
sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun 
sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut : 
 
a. BAB I Pendahuluan 
 Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 
masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 
terdahulu yang relavan, metode penelitian, sistematika 
pembahasan.  
 
b. BAB II Landasan teori 
   Bab kedua ini memuat uraian mengenai teori dan 
referensi yang menjadi landasan penunjang penelitian ini, 
meliputi pengertian hutan, jenis-jenis hutan, kebakaran 
hutan, perihal polisi kehutanan, dan ketentuan hukum 
Islam terhadap perlindungan dan pemeliharaan hutan. 
 
c. BAB III Deskripsi objek penelitian 
   Bab ketiga adalah hasil penelitian yang meliputi 
pemaparan data,    
 temuan penelitian terdiri dari gambaran umum kawasan 
hutan di Provinsi Lampung, potret eksistensi polisi 
kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, faktor 
pendukung dan penghambat peran polisi kehutanan dalam 
mencegah terjadinya kebakaran hutan. 
 
d. BAB IV Analisis penelitian 
  Bab keempat berisi mengenai pembahasan yang 





terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung serta 
ketentuan hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan 
dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. 
 
e. BAB V Penutup 



























A. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan 
Pemeliharaan  Hutan 
1. Pengertian Hukum Islam 
 Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-
ketentuannya dari Allah SWT, maupun Nabi Muhammad 
SAW, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk 
dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani 
kehidupan di dunia agar teratur  guna mencapai 
keselamatan di dunia dan di akhirat. 
 Josepch Schacht mendefinisikan hukum islam 
adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah 
Allah SWT, yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam 
dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-
hukum tentang  ibadah, aturan-aturan politik, pidana, 
perdata, ataupun aturan-aturan hukum pada umumnya.  
2. Ketentuan Perlindungan Hutan dalam Islam  
 Ketentuan mengenai menjaga dan melindungi hutan 
bukan hanya ada di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia, di dalam Islam juga mengatur mengenai tata 
cara melindungi dan mengelola hutan. Islam bukan hanya 
mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau 
hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi Islam 
mengatur mengenai hubungan manusia dengan alam. Hal 
ini berguna untuk terciptanya hubungan yang baik antara 
manusia dengan alam dan mewujudkan untuk saling 
memberi manfaat sehingga terjadinya lingkungan alam 
yang makmur. 
   Hukum Islam membuat aturan-aturan untuk 





a. Dilarang bagi siapapun untuk membangun gedung atau 
membuat lahan pertanian, membangun pabrik,dan 
sejenisnya di kawasan lindung ( Hima Al-Mawat) . Jika 
tetap mendirikan maka ia harus pindah, dan bila masih 
tetap tidak mau untuk pindah kemudian pihak 
berwenang berhak untuk mengusirnya. 
b. Dilarang memanfaatkan hutan yang berlebihan, 
meskipun hutan sudah memperoleh izin untuk 
pemanfaatan kayu, namun tetap dilarang melakukan 
usaha yang dapat merusak ekosistem alam. Contohnya 
dengan cara pembakaran atau pembalakan liar 
menyebabkan hutan gundul. Dilarang menggunakan 
obat kimia yang berdampak pada pencemaran air dan 
udara. Oleh karena itu semua termasuk kedalam 
perbuatan Ifsad Fi Al-Ardl (berbuat kerusakan di muka 
bumi). 
  Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-
Syu'araa' ayat 183 Allah melarang manusia berbuat 
kerusakan : 
                         
"Dan janganlah kamu merugikan manusia 
pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan; ." (Q.S. Asy-




    Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsirii Qur'an 
menafsirkan  bahwa janganlah kamu merugikan 
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di bumi, Pada dasarnya prinsip 
hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak 
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boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara 
apapun dan bidang apapun.
30
 
  Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh 
melakukan perusakan di bumi. Karena alam semesta 
yang telah diciptakan Allah SWT memiliki banyak 
manfaat. Allah SWT telah menciptakan alam semesta 
yang amat sangat baik dan memiliki banyak manfaat 
oleh karena itu kita harus menjaganya. Perbuatan 
merusak hutan adalah bentuk kemaksiatan karena 




   Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan 
merusak bumi, baik darat maupun lautan, karena 
dampak dari memanfaatkan alam tanpa menjaga 
ekosistem yang ada mengakibatkan terjadinya 
bencana-bencana yang sangat merugikan bagi 




   Menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Ahsin 
Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini 
berlaku mutlak . Maksudnya ialah Allah SWT 
melarang manusia merusak alam, baik sedikit atau 
banyak. 
c. Larangan mengambil manfaat. Contohnya mengambil 
kayu untuk memenuhi kehidupan. Namun 
pengambilan kayu memiliki ukurannya, contohnya 
kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka 
masih dapat diberikan toleransi. 
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3. Ketentuan Pemeliharaan Hutan dalam Islam 
   Berikut ini adalah beberapa ketentuan hukum 
Islam terpenting dalam pengelolaan hutan :
33
 
1) Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara, 
bukan oleh pihak lain (seperti pihak swasta atau 
asing).  
  Pengelolaan hutan menurut hukum Islam 
hanya dapat dilakukan oleh negara (khalifa), karena 
pemanfaatan atau pengelolaan hutan tidak mudah 
untuk dilakukan secara langsung oleh perorangan dan 
membutuhkan banyak pengetahuan, sarana , dana 
yang cukup besar . Pemanfaatan hutan boleh 
dilakukan masyarakat dengan syarat tidak 
menimbulkan kerusakan, dan tidak menghalangi hak 
orang lain untuk menggunakan hutan dan dalam 
pengawasan negara. Contoh pemanfaatan hutan yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan harus 
dalam skala terbatas seperti mengambil ranting kayu, 
madu, buah-buahan, rotan, dan air dari hutan.  
2) Dari segi kebijakan politik dan fiskal pengelolaan 
hutan bersifat sentralisasi, sedangkan dari segi 
administratif bersifat desentralisasi ( ditangani oleh 
pemerintah provinsi atau daerah) 
Untuk urusan kebijakan politik, seperti 
pengangkatan dirjen Kehutanan dan kebijakan 
keuangan (maaliyah) berada ditangan khalifah yang 
berperan sebagai pemimpin pusat. Sementara urusan 
administrasi ditangani oleh pemerintah daerah 
(provinsi). 
3) Negara memasukkan semua pendapatan hasil hutan ke 
Baitul Mal (kas negara), dan mendistribusikan dana 
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sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam koridor 
hukum Islam, 
4) Untuk kepentingan khusus, negara dapat menerapkan 
kebijakan hima pada hutan tertentu. 
  Hima mengacu pada kebijakan negara dalam 
menggunakan kepemilikan publik untuk tujuan 
tertentu, seperti tujuan jihad fi sabilillah. Oleh karena 
itu, negara bisa melakukan hima di hutan kalimantan, 
khusus untuk mendanai jihad fi sabilillah dan hasilnya 
tidak boleh digunakan untuk gaji pelayanan 
kehutanan, pembelian mesin, dan fasilitas kehutanan, 
atau tujuan lain selain untuk jihad fi sabilillah.
34
 
5) Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi hutan 
dan pengelolaan hutan. Fungsi pengawasan 
operasional di lapangan dijalankan oleh lembaga 
peradilan Muhtasib (Qadhi Hisbah) yang tugas 
utamanya adalah melindungi hak-hak seluruh 
masyarakat (termasuk pengelolaan hutan). Muhtasib 
misalnya menangani kasus pencurian kayu hutan, 
pembakaran, dan perusakan hutan. Mukhtasib 
didampingi oleh seorang petugas polisi (syurthah) 
yang bertugas di bawah kepemimpinannya. Muhtasib 
dapat bersidang di lapangan, dan menjatuhkan vonis 
dilapangan (hutan). Sementara itu, fungsi pengawasan 
keuangan dijalankan oleh bagian pengawasan umum 
(Diwan Muhasabah Amah) , yaitu merupakan bagian 
dari institusi Baitul Mal. 
6) Negara berkewajiban untuk mencegah segala bahaya 
(dharar) atau kerusakan hutan. Dalam fiqih disebut, 
"Adh-dlarar yuzal",  yang artinya segala 
kemudharatan atau bahaya harus dihilangkan. Nabi 
Muhammad SAW bersabda, : "Laa dharara wa laa 
dhiraara." (Diriwayatkan oleh  Ahmad & Ibn Majah), 






yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri 
atau membahayakan orang lain. Negara juga harus 
melindungi hutan, melindungi keanekaragaman 
hayati, dan melakukan penelitian kehutanan. 
7) Negara berhak memberikan sanksi ta'zir yang tegas 
kepada semua pihak yang merusak hutan, Mereka 
yang terlibat dalam penebangan liar, pembakaran 
hutan, penebangan di luar batas yang diizinkan, dan 
semua pelanggaran terkait hutan lainnya harus 
dikenakan sanksi ta'zir yang tegas oleh negara 
(peradilan). Ta'zir dapat berupa denda, cambuk, 
hukuman penjara atau bahkan kematian, tergantung 
pada tingkat bahaya dan kerusakan. 
   Pada prinsipnya, tindakan ta'zir harus 
memiliki efek jera, sehingga tidak terulangnya 
kejahatan perusakan hutan dan untuk melindungi hak 
semua masyarakat. Jenis dan tingkat sanksi ta'zir  
dapat ditentukan oleh Khalifa dalam Undang-Undang, 
atau ditentukan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifa tidak 
mengadopsi peraturan ta'zir tertentu. 
 
B. Pengertian Hutan dan Jenis-Jenis Hutan 
1. Pengertian Hutan 
  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat 
(1), ''Hutan  adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 




                                                             






   Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kehutanan disebutkan bahwa,  "Hutan ialah suatu 
lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara 
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati 




  Hutan merupakan paru-paru dunia sebagai sumber 
penghasil oksigen alami untuk makhluk hidup di bumi. 
Hutan memegang peranan  yang sangat penting bagi 
semua makhluk hidup  termasuk manusia karena hutan 
adalah salah satu aspek terpenting dari biosfer. Hutan 
memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan. 
Manfaat hutan ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu 
langsung dan tidak langsung.
37
 Manfaat hutan secara 
langsung yaitu manfaat yang dapat dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat 
menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, yaitu kayu, 
rotan, getah, buah-buahan dan madu. Sedangkan manfaat 
hutan secara tidak langsung yaitu manfaat yang tidak 
langsung dirasakan, tetapi yang dapat dirasakan yaitu  
keberadaan hutan itu sendiri. Seperti mencegah terjadinya 
erosi. 
    Menurut KBBI, pengertian hutan adalah tanah luas 
yang ditumbuhi pohon-pohon. Sumber daya hutan 
memiliki berbagai bentuk keunikan dan keindahan, 
sehingga hutan menyimpan kekayaan alam yang sangat 
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beragam, yang keduanya berkaitan langsung dengan nilai 
ekonomi.
38
 Ini juga terkait dengan nilai lingkungan.  
Nilai kehidupan hutan yaitu: 
a. Hutan menghasilkan banyak kayu untuk kepentingan 
negara, wilayah, wilayah dan masyarakat, 
b. Hutan memungkinkan habitat hewan tertentu untuk 
bertahan hidup, dari komunitas mikroba hingga 
primata, 
c. Fungsi hutan adalah untuk mengatur tata air dan mata 
air, dimana air memiliki nilai ekonomi yang lebih 
tinggi dari kayu, 
d. Hutan dapat mencegah terjadinya erosi tanah yang 
berlebihan, sehingga hutan memiliki nilai penting 
dalam mengatur kesuburan lahan pertanian di 
sekitarnya, 
e. Banyak barang dan jasa selain kayu yang diproduksi 
di hutan, seperti rotan, jamur, makanan, obat 
tradisional, pariwisata, dan sebagainya, 
f. Hutan merupakan penghasil oksigen yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi untuk kemaslahatan umat 
manusia, 
g.  Hutan dapat menyerap karbon bebas yang dapat 
membahayakan kehidupan manusia, 
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2. Jenis-Jenis Hutan 
   Posisi Indonesia di  khatulistiwa, menempatkan 
Indonesia di daerah tropis, artinya cuaca menjaga 
keseimbangan antara curah hujan dan kekeringan. Hal ini 
berdampak pada perkembangan tipe hutan di Indonesia. 
Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat 
banyak. Hal ini di mungkinkan karena dukungan 
lingkungan dan kondisi tanah yang cocok untuk 
perkembangan berbagai tumbuhan di Indonesia. 
Jenis-jenis hutan digolongkan menjadi beberapa bagian 
yaitu : 
a. Hutan berdasarkan statusnya 
  Hutan berdasarkan statusnya yaitu 
pengelompokan hutan  berdasarkan keadaan  (lokasi) 
antara orang, badan hukum, atau institusi yang 
mengelola, menggunakan, dan melindungi hutan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan. Hutan berdasarkan statusnya 
terdiri dari hutan negara dan hutan hak. 
1) Hutan negara berdasarkan pasal 1ayat 4 UU NO. 
41 Tahun 1999  
 tentang Kehutanan yaitu ''Hutan yang berada pada 
tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”.
40
 
 Hutan Negara meliputi beberapa yaitu : 
a) Hutan adat, adalah hutan nasional yang 
dialihkan kepada masyarakat hukum adat. 
b) Hutan desa adalah hutan milik negara yang 
dikelola oleh desa dan digunakan untuk 
kesejahteraan desa. 
                                                             






c)  Hutan kemasyarakatan, adalah sejenis hutan 
negara yang   bertujuan untuk meningkatka 
kapasitas masyarakat. 
2) Hutan hak berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU NO 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu ''Hutan yang 
berada pada tanah yang    dibebani hak atas tanah".
41
 
b. Hutan berdasarkan fungsinya 
  Hutan berdasarkan fungsinya yaitu pembagian 
hutan yang dikelompokan dengan penggunan hutan 
tersebut.  
  Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 
tiga yaitu : 
1) Hutan Konservasi 
   Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan. 
“Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan 
ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 




 Hutan konservasi digolongkan menjadi tiga 
macam yaitu : 
a) Kawasan hutan suaka alam berdasarkan Pasal 
1 ayat 10  Undang-Undang No 41 Tahun 
1999 tentang kehutanan , yaitu "Hutan 
dengan ciri khas tertentu yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai 
wilayah sistem penyangga kehidupan”.
43
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b) Kawasan hutan pelestarian alam berdasarkan 
Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu hutan 
dengan karakteristik tertentu, yang 
mempunyai fungsi utama untuk melindungi 
sistem penyangga kehidupan, melindungi 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, 
serta pemanfaatan secara lestari sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya.
44
 
c) Taman buru yaitu kawasan hutan yang 
ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 
2) Hutan Lindung 
   Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 
41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan 
“Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 




3) Hutan Produksi 
  Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 
41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan 
“Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil 
hutan”.  
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus 
  Hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu Hutan 
yang penetapan kawasan hutannya digunakan untuk 
kepentingan umum seperti penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan 
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budaya. Dengan aturan tidak mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan. 
d. Menurut Pasal 9 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan disebutkan "Hutan berdasarkan 
pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di 
setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan 
kota". 
e.  Hutan berdasarkan jenis pohonnya 
  Hutan berdasarkan jenis pohonya dibagi menjadi 
beberapa yaitu: 
1) Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh 
berbagai pohon, seperti hutan rimba.  
2) Hutan homogen adalah hutan yang banyak 
ditumbuhi tumbuhan. Umumnya hutan homogen 
dibuat untuk tujuan tertentua Contonys untuk 
reboisasi, aforestasi, atau keperluan perluasan 
industri. Seperti hutan jati dan hutan pinus.
46
 
f. Hutan berdasarkan Iklimnya 
  Menurut iklimnya hutan dibedakan menjadi 




1)  Hutan Hujan Tropis 
    Hutan hujan tropis terletak di daerah tropis 
yang basah dengan curah hujan tinggi dan terbesar 
sepanjang tahun. Hutan hujan tropis terlihat 
berwarna hijau karena tumbuhan yang ada 
didalamnya merupakan tumbuhan hijau yang 
subur.  
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2) Hutan Musim  
   Hutan musim yaitu tipe hutan yang 
kelangsungan hidupnya dipengaruhi oleh musim 
yang berlangsung di suatu daerah. Hutan musim 
ditumbuhi pepohonan yang dipengaruhi juga oleh 
musim. Memiliki ciri iklim hangat sepanjang tahun 
dan musim kemarau lebih panjang terjadi. 
3) Hutan Sabana 
   Hutan Sabana yaitu hutan yang hanya 
memeliki rumput yang diselingi   pepohonan 
dengan jumlah yang bervariasi dan jarak yang 
tidak beraturan. Memiliki ciri yaitu berada 
diwilayah beriklim tropis dan curah hujan 
musiman.  
4)  Stepa 
   Stepa yaitu wilayah semi gurun yang ditutupi 
oleh rerumputan. Memiliki ciri yaitu beriklim 
sedang, curah hujan yang tidak teratur, suhu pada 
saat siang hari yaitu panas sedangkan pada saat 
malam hari dingin. 
 
C. Kebakaran Hutan 
1. Pengertian Kebakaran Hutan 
   Kebakaran hutan didefinisikan sebagai proses reaksi 
cepat oksigen dan unsur-unsur lainnya, dan ditandai oleh 
panas, cahaya dan biasanya tersulut. Proses pembakaran 
menyebar bebas dengan bahan bakar berupa vegetasi 
makhluk hidup, tumbuhan mati, sampah, humus, semak 
belukar dan gulma. 
   Definisi kebakaran hutan berdasarkan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor: P.12/ Menhut-II/2009 tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan  yaitu ''Suatu keadaan 





kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan 
kerugian ekonomi dan lingkungannya".
48
 
  Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab 
musnahnya hutan yang dahsyat daya rusaknya. Kebakaran 
hutan sendiri merupakan penyebab terbesar laju 
deforestasi. Bahkan menurut organisasi lingkungan Dana 
Margasatwa Dunia, deforestasi akibat kebakaran hutan 
lebih besar daripada konversi pertanian dan pembalakan 
liar.
49
 Kebakaran hutan merupakan suatu faktor 
lingkungan dari api yang menimbulkan pengaruh terhadap 
hutan. 
 Kebakaran hutan adalah peristiwa pembakaran yang 
menyebar dengan bebas dan mengkonsumsi bahan bakar 
alam di dalam hutan. Bahan bakar di hutan yaitu sampah, 
rumput, ranting atau cabang, pohon mati yang masih 




  Secara garis besar kebakaran hutan terbagi beberapa 
macam, yaitu: 
a. Pembakaran Terkendali  
  Pembakaran terkendali adalah pembakaran 
terkontrol dalam kondisi cuaca tertentu, yang 
memungkinkan api diarahkan ke kondisi tertentu 
sekaligus menghasilkan panas dan laju perambatan 
sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal 
ini api merupakan suatu alat yang dapat digunakan 
untuk tujuan positif dari pada merugikan, seperti 
kegiatan pembakaran yang dirancang untuk 
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memerangi gulma, serangan hama dan penyakit yang 
berbahaya bagi kehidupan manusia. 
b. Pembakaran tak terkendali  
  Pembakaran yang tidak terkendali, yaitu 
kebakaran jenis ini disebabkan oleh kelalaian orang 
yang tidak mengikuti aturan tata cara pembakaran 
yang terkendali. Kegiatan ini sangat bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia. Kejadian pembakaran tak terkendali ini 
sering dijumpai pada saat ini. 
c. Kebakaran Liar 
  Kebakaran liar mengacu pada api apapun yang 
tidak direncanakan atau dikendalikan. Dalam hal ini 
api harus dipadamkan karena bersifat merusak, sangat 
merugikan dan relatif sulit dikendalikan. Jika terjadi 
kebakaran di tanah mineral, maka waktu pembakaran 
akan lebih singkat dibandingan dilahan gambut.
51
 
  Menurut Brown dan Davis (1973), Kebakaran 
hutan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, antara 
lain : 
a. Kebakaran bawah (Ground Fire) 
  Jenis kebakaran ini biasanya mengkonsumsi 
bahan bakar dasa berupa bahan organik di atas 
tanah atau di bawah lantai hutan (Ground Fuels) . 
Kebakaran bawah ini sulit dideteksi dan 
menyebar dengan sangat lambat tidak terpengaruh 
oleh kecepatan angin. Tanda terbakar yaitu asap 
putih yang keluar dari tanah, karena berada di 
bawan tanah, maka banyak pohon mati karena 
akarnya hangus terbakar.  
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b. Kebakaran permukaan (Surface Fire) 
  Kebakaran permukaan yaitu kebakaran yang  
mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di 
lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, 
ranting-ranting tumbang, batang pohon di lantai 
hutan, semak-semak, dan sebagainya yang berada 
di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan 
tanah. 
c. Kebakaran Tajuk 
   Kebakaran tajuk biasanya berpindah dari 
satu ke tajuk lainnya dengan cara memakan bahan 
bakar yang berada pada tajuk pohon baik berupa 
daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, 
tajuk pohon . Kebakaran tersebut menewaskan 
banyak  petugas pemadam kebakaran karena 
tertimpa oleh ranting-ranting terbakar oleh 
kebakaran hutan, ditambah lagi banyak orang 
yang terjebak karena dikepung api dan asap.  
2. Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran Hutan 
Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama 
yaitu faktor ulah manusia dan faktor alam. 
a. Faktor Ulah Manusia 
1) Faktor dorongan ekonomi 
   Keserahkahan manusia dalam pengunaan 
lahan berdampak serius terhadap keberlanjutan 
perlindungan lingkungan. Dengan berjalannya waktu 
pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia 
semakin melampaui batas normal. Dalam konteks 
beberapa orang  tidak  bertanggung jawab,  manusia 
tidak akan pernah merasa telah cukup dan akan 
berusaha semaksimal mungkin untuk meperoleh, 
semua yang mereka inginkan, bukan hanya hal-hal 





mengganggu keseimbangan ekosistem adalah 




   Resiko kebakaran hutan semakin meningkat 
dengan adanya konversi dari hutan alam menjadi 
hutan tanaman dan perkebunan. Hal ini karena untuk 
menebang lahan hutan menjadi lahan yang bisa 
ditanami pengusaha menggunakan sistem tebas dan  
bakar karena relatif murah.
53
 
2) Kelalaian Manusia 
   Karena kelalaian manusia kebakaran hutan dan 
lahan dapat terjadi. Pembakaran yang disengaja 
adalah hasil dari pembakaran buatan untuk tujuan 
tertentu Seperti membuang putung rokok 
sembarangan, api perburuan, api perkemahan dan 
lain-lain. 
b. Faktor Alam 
1) Pengaruh El-Nino (ENSO) 
     Faktor alam yang mengakibatkan terjadinya 
kebakaran hutan yaitu kekeringan alami akibat 
fenomena El-Nino (ENSO) yang turut 
mempengaruhi merebaknya kebakaran lahan di 
kawasan tersebut karena lahan lebih mudah  
terbakar. 
    Faktor cuaca (seperti suhu, kelembaban, curah 
hujan, angin, dan stabilitas udara) secara langsung 
mempengaruhi kemungkinan terjadinya kebakaran 
hutan. Faktor lain seperti musim kemarau yang lebih 
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panjang juga dapat mempengaruhi pengeringan 
bahan bakar sehingga baik jangka pendek maupun 




    Selain fenomena alam di atas, masih banyak 
lagi fenomena alam lain yang dapat menyebabkan 
terjadinya kebakaran hutan, seperti letusan gunung 
berapi, sambaran petir dan singkapan lapisan batu 
bara. 
3. Dampak yang ditimbulkan dari Kebakaran Hutan 
   Terjadinya kebakaran hutan menimbulkn  banyak 
sekali dampak dan kerugian. Berikut dampak-dampak 
kebakaran hutan yaitu : 
a. Dampak Kesehatan Masyarakat 
    Kebakaran hutan seringkali menimbulkan bencana 
kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan 
kesehatan masyarakat.
55
 Bahaya utama yang disebabkan 
oleh kebakaran hutan adalah produksi asap dan adanya 
partikel. Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan 
berdampak pada kesehatan masyarakat berupa penyakit 
terkait pernafasan, seperti ISPA, pneumonia, asma, 
iritasi mata dan iritasi kulit. 
  Akibat pembakaran bahan organik yang tidak 
sempurna di hutan dan lahan (sampah, sisa tanaman, 
dll.), Polusi asap dari kebakaran hutan mengandung 
campuran gas, partikel dan bahan kimia. Campuran gas, 
partikel dan bahan kimia yang terkandung dalam asap 
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memiliki banyak pengaruh bagi kesehatan. Dalam 
jangka pendek, asap kebakaran hutan bisa mengiritasi 
mata, hidung dan tenggorokan. Biasanya hal ini 
menimbulkan gejala seperti sakit mata dan robek, 
hidung teriritasi, gatal dan sakit tenggorokan, yang 
dapat mendorong terjadinya infeksi saluran pernapasan 
akut (ISPA). Dampak merugikan ini mengancam 
kesehatan semua orang, terutama bayi dan anak-anak 
yang lebih mungkin terpapar dan terjangkit penyakit 
kesehatan akibat kabut asap yang dibawa oleh 
kebakaran hutan dan lahan. 
b. Dampak Sosial Budaya Masyarakat 
Kabut asap akibat kebakaran hutan berdampak 
serius pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di 
sekitar kebakaran hutan dan lahan gambut. Asap akibat 
kebakaran hutan otomatis akan mengganggu berbagai 
aktivitas manusia sehari-hari, terutama bagi mereka 
yang berada di luar ruangan. Terbatasnya aktivitas di 
luar ruangan disebabkan oleh jarak pandang yang 
terbatas akibat asap. Karena tingginya risiko 
kecelakaan, kabut tebal juga mengganggu lalu lintas. 
 Terganggunya aktivitas manusia akibat 
kebakaran hutan juga mempengaruhi produktivitas dan 
pendapatan. Saat asap menyebar, kegiatan perdagangan 
dan sekolah di sekitar area kebakaran harus dihentikan 
dan ditutup. Hal ini melemahkan kegiatan ekonomi 
banyak orang berpenghasilan rendah dan mendorong 
mereka lebih jauh ke dalam kemiskinan. Kerugian ini 
disebabkan terhentinya semua kegiatan ekonomi selama 
jangka waktu tertentu. 
 Hilangnya mata pencaharian masyarakat  yang 
tinggal di sekitar kebakaran hutan dan lahan gambut 
juga mengakibatkan mata pencaharian keluarga kurang 
mampu atau keluarga kelas bawah menjadi semakin 





mereka yang menggantungkan mata pencaharian 
mengolah hasil hutan, pembakaran hutan menyebabkan 
hilangnya wilayah kerja (mata pencaharian). Bahkan 
kabut asap telah menyebabkan perekonomian di sektor 
perdagangan mengalami stagnasi. Dikarenakan 
kurangnya atau kurangnya konsumen untuk melakukan 
aktivitas perdagangan, banyak pedagang yang tidak 
melakukan aktivitas perdagangan.  
c. Dampak Ekonomi Negara 
Pemadaman lahan yang sangat susah dilakukan, 
membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah 
semakin besar. Bahkan hujan buatan dengan dengan 
pemberian garam pada awan yang diprediksi dapat 
terjadi kebakaran tidak sesuai target prediksi karena 
pengaruh faktor kecepatan angin dan iklim yang mudah 
berganti secara tiba-tiba. 
Banyak kerugian ekonomi yang menimbulkan 
dampak tidak langsung, seperti di sektor transportasi 
darat, laut, dan udara, gangguan lalu lintas utama 




terhadap pertumbuhan pendapatan daerah akan sangat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
 
d. Dampak Kebakaran Hutan terhadap Flora dan Fauna 
1) Kerugian Ekologis akibat kebakaran hutan 
   Hutan hujan tropis yang utuh memiliki 
fungsi untuk menjaga kesuburan tanah, mengatur 
tata air, dan menjadi habitat hewan. Jika hutan 
terbakar, sebagian fungsi hutan akan hilang 
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sebagian atau seluruhnya, yang sejalan dengan 
hilangnya pohon di hutan.
57
 
   Mac Kinnon mengatakan, kebakaran hutan 
kemungkinan menganggu lima proses ekologi 
hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik 
dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus 
hidrologi, dan pembentukan tanah. Kebakaran 
hutan juga dapat merusak fungsi hutan sebagai 
pengatur iklim dan penyerap karbon. Selain itu, 
kebakaran hutan dapat merusak Daerah Aliran 
Sungai (DAS).  
Hutan yang terbakar parah akan sulit 
dipulihkan karena struktur tanahnya sudah rusak. 
Hilangnya vegetasi akan membuka lahan sehingga 
rentan terhadap erosi dan tidak tahan banjir. 
Karenanya, setelah hutan terbakar banjir sering 
terjadi pada musim hujan  di daerah yang hutannya 
terbakar. 
2) Dampak kebakaran hutan terhadap Fauna 
Kebakaran hutan  menyebabkan hilangnya 
satwa liar. Kebakaran hutan seringkali merugikan 
dan membunuh satwa liar. Selain itu dampak 
kebakaran hutan terhadap satwa liar adalah 
perubahan tempat berlindung. Tempat 
perlindungan dapat menahan musuh alami, 
predator, dan sinar matahari. Bergantung pada 
tingkat keparahan kebakaran, habitat dari dapat 
hancur, atau strukturnya dapat mengalami 
perubahan drastis, yang menyebabkan hilangnya 
spesies satwa liar di area yang terbakar.  
e. Hubungan Bilateral dengan Negara Tetangga 
                                                             
57 Bambang Hero Saharjo, et. al, "Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap". (Bogor: Institut Pertanian Bogor 





   Kebakaran hutan dan lahan gambut di beberapa 
wilayah di Indonesia merupakan masalah serius baik di 
dalam negri maupun Internasional.  Kebakaran hutan  
yang menyebabkan kabut asap di Indonesia dapat 
menjadi bencana global yang membutuhkan 
penanganan khusus dari berbagai aspek. Masyarakat 
Indonesia tidak hanya merasakan dampak dari 
kebakaran hutan tersebut, namun beberapa negara 
seperti Malaysia dan Singapura juga merasakan dampak 
dari kebakaran hutan tersebut. Dengan bantuan angin, 
Kabut asap menjadi mudah terbang   ke negara  lain dan 
menjadi polusi udara lintas batas. Kerusakan yang 
ditimbulkan tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga 




4. Sanksi terhadap Pelaku Pembakaran Hutan 
   Perumusah delik lingkungan berhubungan dengan 
sanksi pidana, sebab secara teoritik, sanksi pidana ini 
bertujuan untuk menegakkan atau memastikan kepatuhan 
terhadap norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini 
merupakan tanggapan atas pelanggaran terhadap hukum 
dan peraturan lingkungan.
59
 Sebagai tindak pidana 
kejahatan maka sanksi pidana meliputi kurungan, denda, 
dan sanksi disiplin. Hukuman penjara dan denda sangat 
bervariasi tergantung pada sifat perilaku dan 
konsekuensinya.
60
    
   Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran 
hutan sudah diatur dalam undang-undang. Sebab dalam 
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hukum yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada 
pelaku memiliki beberapa bentuk sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukan.  
  Berikut Undang-Undang yang mengatur tentang 
sanksi pelaku pembakaran Hutan yaitu : 
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 Tentang 
Kehutanan 
c. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang 
Perkebunan 
d.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH)  
  Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat 
menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan 
lingkungan sehingga dapat dikenakan sanksi oleh UU 
PPLH, sebagai berikut: 
1) Melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya 
baku  mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air  
laut, atau baku kerusakan lingkungan hidup. Secara 
normatif substansi Pasal 98 memuat  3 ayat. 
a) Rumusan pasal 98 ayat (1) UUPPLH 
menyebutkan bahwa : 
  "Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku 
mutu air , baku mutu air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 









  Unsur subjektif pada pasal ini yaitu setiap 
orang dan dengan sengaja. Yang dimaksud 
dengan setiap orang dalam pasal ini adalah 
perseorangan atau badan hukum, baik  berbadan 
hukum maupun  tidak berbadan hukum. 
b) Pasal 98 ayat (2) UUPPLH menjelaskan bahwa : 
  "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 98 ayat (1)  mengakibatkan orang luka 
dan/ atau bahaya kesehatan manusia dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah)  dan paling banyak Rp. 
12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".
62
 
  Substansi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya 
sama dengan Pasal 98 ayat (1), dan keduanya 
merupakan delik materil.  Perbedaanya yaitu 
konsekuensi dari tindakan pelakunya. Akibat 
pada pasal 98 ayat (1) yaitu lingkungan hidup, 
sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) adalah 
cidera diri dan/ atau membahayakan kesehatan 
manusia.  
c)  Jika tindakan pelaku mengakibatkan seseorang 
terluka parah atau meninggal dunia, ancaman 
sanksi pidana juga akan meningkat. sebagaimana 
diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPPLH yang 
berbunyi : 
   "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat 
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atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan 




2) Kelalaian menyebabkan terlampauinya baku mutu 
ambien, baku   
    mutu air, baku mutu air laut atau baku kerusakan 
lingkungan. 
a) Pasal 99 juga memiliki 3 ayat.  
     Sebagaimana Pasal 99 ayat (1) mengatur sebagai 
berikut  : 
  "Setiap orang yang karena kelalaian nya 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
dipidana dengan pidana panjang paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".
64
 
b) Pasal 99 ayat (2) UUPPLH : 
   "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka 
dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
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c) Pasal 99 ayat (3) UUPPLH : 
  "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka 
berat atau mati, dipedana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 
(sembilan) tahan dan denda paling sedikt 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 




  Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga 
dapat dikenakan sanksi pidana Tata tertib karena 
Pembakaran Hutan diatur sebagaimana dirumuskan 
pada Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
yaitu :  
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana 
c. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ 
atau kegiatan 
d. Perbaikan akibat tindak pidana  
e.  Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa 
hak, dan/ atau 
f. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan 




2. Sanksi membakar hutan berdasarkan Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
   Pasal 78 ayat (3) : 
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  “Barang siapa dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 ( Lima Milyar Rupiah)”.
 68
 
 Pasal 78 ayat (4) :  
  “Barang siapa karna kelalaian nya melangggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 
(3) huruf d, dianca dengan pidana adalah penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 




3. Sanksi  pidana membakar berdasarkan Undang-Undang 
No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 
 Pasal 56 ayat (1) : 
  “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang 
membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara 
membakar”. 
Pasal 108:  
  “Setiap pelaku usaha perkebuan yang membuka 
dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(Sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.
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4. Sanksi Pidana menimbulkan kebakaran berdasarkan 
Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)  
 Pasal 187 KUHP : 
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  “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan 
kebakaran, ledakan atau banjir, diancam  : 
1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, 
jika karena  perbuatan tersebut di atas timbul bahaya 
umum bagi barang: 
2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, 
jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya 
bagi nyawa orang lain, 
3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi 
nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.
71
 
  Pasal 189 KUHP : 
  “Barang siapa pada waktu ada atau akan ada 
kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum 
menyembunyikan atau membuat tak dapata dipakai 
perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau 
dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi-
menghalangi pekerjaan memadamkan api, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
72
 
D. Perihal Polisi Kehutanan 
1. Pengertian Polisi Kehutanan 
  Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang 
bertanggung jawab menjaga hutan dari bahaya perusakan 
hutan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan 
menyebutkan pengertian polisi kehutanan  adalah 
“Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan 
pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, 
menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha 
perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang 
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diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang 
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya”. 
73
   
  Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) 
pada Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan "Polisi kehutanan 
adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan 
pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat 
pekerjaanya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan 
usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-
undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang 
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan".
74
 Sistem 
satuan komando yang disebutkan dalam ketentuan umum 
tentang definisi polisi kehutanan adalah bentuk organisasi 
satuan komando kepolisian bersifat fungsional 
berjenjang. Hanya dalam satu hierarki pemerintahan, 
sistem satuan komando Polhut dapat diterapkan.
75
 
 Polisi kehutanan terdiri atas :
76
 
1) Polhut Pembina  
 Polhut pembina yaitu pejabat struktural tertentu 
dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan 
daerah yang sesuai  
dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang 
dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan. 
2) Polhut Fungsional  
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Polhut fungsional yaitu pegawai negeri sipil 
dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah 
yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi 
kehutanan. 
3) Polhut Perhutani 
   Polhut perhutani yaitu pegawai dalam 
lingkungan perusahaan umum perhutani yang 
diangkat sebai polisi kehutanan oleh direksi. 
2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan 
a. Tugas Polisi Kehutanan 
   Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan 
Fungsional Polhut dan Angka kreditnya menyebutkan 
"Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, 
melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan 
mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan 




   Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Menteri Kehutanan No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang 
Polisi Kehutanan menyebutkan bahwa , "Tugas dan 
fungsi Polisi Kehutanan adalah : 
1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan 
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan 
satwa liar dan 
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, 
masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan 
hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, 
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b. Fungsi Polisi Kehutanan 
 Fungsi polisi kehutanan yaitu : 
1) Menjaga keutuhan batas hutan, 
2) Polisi hutan berperan melarang warga dalam 
pengerjaan di lahan hutan tanpa izin dan 
wewenang yang sah, 
3) Polisi hutan berperan melarang mengoperasikan 
lahan hutan secara ilegal untuk menghindari 
kerusakan pada lahan, 
4) Polisi hutan berperan melarang penebangan yang 
tidak sah (tidak memiliki izin),  
5) Polisi hutan berperan melarang pemungutan hasil 
hutan dan perburuan binatang liar tanpa izin, 
6) Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, dan 
melarang pembakaran hutan tanpa izin resmi, 
7) Polisi hutan berperan melarang merumput atau 
memungut rumput dan hasil hutan lainnya yang 
serupa dengan pakan ternak dan perburuan satwa 
liar tanpa izin, kecuali terdapat kawasan yang 
disebabkan untuk itu, 
8) Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan 
hasil hutan  disebabkan daya alam, hama dan 
penyakit, 
9) Polisi hutan berperan melarang membawa alat-alat 
yang lazim digunakan memotong dan membelah 
pohon di kawasan hutan , 
10) Polisi hutan berperan mencegah perusakan 
sumber daya alam hayati dan lingkungan, 
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11) Polisi hutan berperan mencegah terjadinya 
kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam 
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